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Abstrak

Hasil keputusan bahtsul masa’il LBM-NU PWNU
Jawa Tengah tentang pengharaman izin pendirian toko
modern berjejaring menggelitik untuk dikaji. Toko modern
berjejaring merupakan hal baru yang terjadi pada masa ini,
akan tetapi oleh LBM-NU Jawa Tengah penetapan hukumnya
berdasarkan kitab-kitab kuning (turats) yang dari sisi usia
sudah ratusan tahun. Toko modern berjejaring juga
merupakan persoalan dalam lingkup muamalah, tetapi
penetapan hukumnya sebagian besar berdasarkan dalil-dalil
yang berorientasi dalam lingkup siyasah. Fokus penelitian ini
adalah pada metode yang digunakan oleh LBM-NU PWNU
Jawa Tengah dalam istinbath (penggalian dan penetapan)
hukum yang diharapkan dapat menjawab permasalahan
mengenai penyebab keluarnya hasil keputusan bahtsul

masa’il dan-metode yang digunakan dalam penetapan hukum.

Penelitian -ini  adalah, penelitian-,pustaka dengan
pendekatan ushul figh. Teori yang digunakan dalam
penelitian ini adalah teori mashlahah dan teori yang ada
dalam ushul figh. Teori mashlahah dan teori dalam ushul figh
mengenai dlarar dan mafsadah digunakan untuk
menganalisis pengaruh dan dampak adanya toko modern

berjejaring.



Hasil penelitian ini  menunjukkan bahwa hasil
keputusan bahtsul masa’il tentang pengharaman izin
pendirian toko modern berjejaring muncul akibat adanya 2
(dua) faktor, yaitu faktor sosiologis dan faktor ekonomi.
Metode yang digunakan dalam penetapan hukum (istinbath)
adalah campuran metode manhajiy dan metode ilhagiy, akan
tetapi inkonsistensi dalam penggunaannya.
Keinkonsistensiannya terletak pada tidak mengikuti dan tidak
dilakukannya penelurusan secara hierarkis prosedur istinbath
hukum mazhab empat secara terpisah. Kekuatan dalil yang
dijadikan dasar dalam penetapan hukum sebagian besar
lemah dan tidak relevan. Kelemahan dalil berupa penggunaan
dalil yang bersifat umum ‘untuk menetapkan hukum
permasalahan yang bersifat khusus. Ketidakrelevanan dalil
berupa penggunaan dalil yang tidak sesuai pada pokok
bahasan berupa dalil. .yang : bersubstansi; «figh siyasah
digunakan untuk ‘menetapkan’ hukum dalam_bidang figh

muamalah.

Kata Kunci : Bahtsul masa’il, penetapan hukum, toko modern

berjejaring.



Abstract

The results of the bahtsul masa'il LBM-NU PWNU
Central Java concerning the prohibition of the establishment
of modern shops have intrigued networks to be studied.
Modern networked stores are new things happening at this
time, but by Central Java LBM-NU the law was determined
based on the yellow books (turats) which from the age side
were hundreds of years old. Networked modern shops are
also a problem in the scope of muamalah, but the
determination of the law is largely based on arguments
oriented in the scope of siyasa. The focus of this research is
on the method used by LBM-NU PWNU in Central Java in
istinbath (excavation and determination) of law which is
expected to answer the problem regarding the cause of the
results of the results of future public decisions and the

methods used:in determining.the law;

This research is-a library research-with ushul figh
approach. The theory used in this research is the mashlahah
theory and the theories that exist in usul figh. The mashlahah
theory and the theory in ushul figh regarding dlarar and
mafsadah are used to analyze the influence and impact of the

presence of a networked modern store.



The results of this study indicate that the results of the
bahtsul mass' decision regarding the prohibition of the
establishment of modern networked stores arise due to 2
(two) factors, namely sociological and economic factors. The
method used in the determination of law (istinbath) is a
mixture of manhajiy and ilhagiy methods, but inconsistencies
in their use. The inconsistency lies in not following and not
doing a hierarchical search of the four separate schools of
law's istinbath procedures. The power of the argument which
is used as the basis for determining the law is mostly weak
and irrelevant. Weaknesses of the argument in the form of the
use of propositions that are general in nature to establish
special issues of law. The irrelevance of the argument in the
form of the use of the argument that is not in accordance with
the subject matter in the form of an argument with the
substance of siyasa figh is used to establish law in the field of

muamalah figh:

Keywords: Bahtsul- masa'il, Jlegal stipulation, networked

modern stores.
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a sa’ $ es (dengan titik di
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3 Dal D De
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D ra’ R Er
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o Sin S Es
o Syin Sy es dan ye
U sad S es (dengan titik di
bawah)
U= dad d de (dengan titik di
bawah)
L ta’ t te (dengan titik di
bawah)
L za’ z zet (dengan titik di
bawah)
& ‘ain ‘ koma terbalik di
atas
¢ Gain G Ge
- fa’ F Ef
3 Qaf Q Qi
& Kaf K Ka
J Lam L El
N Mim \Y Em
0 Nun N En
B Wawu W We
> ha’ H Ha
e Hamzah ‘ Apostrof
< ya’ Y Ye
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Il.  Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis
rangkap
4w ditulis Sunnah
e ditulis ‘illah
I11.  Ta’ Marbutah di akhir kata
a. Bila dimatikan ditulis dengan h
3l ditulis al-Ma’idah
da3lu ditulis Islamiyyah
(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab
yang sudah terserah ke dalam bahasa Indonesia,
seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila
dikehendaki lafal aslinya)
b.Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan
kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.
aldall 45 )i ditulis Mugaranah al-mazhahib
IV. Vokal Pendek
kasrah ditulis i

7
_L 7 fathahditulis a

— 9. . —dammahditulisu

V. Vokal Panjang

1. Fathah + alif ditulis a
Ol ditulis Istihsan
2. Fathah + ya’ mati ditulis a
<ol ditulis Unsa
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3. Kasrah + ya’ mati ditulis 7

& st ditulis al- ‘Alwant
4. Dammah + wawu mati  ditulis @
psle ditulis ‘Ulum
VI. Vokal Rangkap
1. Fathah + ya’ mati ditulis ai
PR e ditulis Ghairihim
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Dipisahkan dengan Apostrof
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ditulis
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a. Bila diikuti huruf Qamariyyah
oludl
ol
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b: /Bila ditkuti - huruf. Syamsiyyah ditulis dengan
yang
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menggunakan huruf ~ Syamsiyyah

nya.
A ditulis ar-Risalah
clual) ditulis an-Nisa’
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Era modern menjadikan banyak manusia bersikap kreatif
sekaligus otoritatif. Di era modern, manusia dituntut
untuk dinamis, realistis, berfikir dan bersikap secara
progresif dan transformatif. Era modern sekaligus
menjadi tantangan dan ujian bagi manusia dalam
kehidupannya, terutama dalam  mempertahankan
kehidupan, apakah berkeinginan untuk maju bersama-
sama dengan sesama mMmanusia ataukah hanya sekedar
menuruti ~ kepuasan belaka - dengan mengabaikan
kehidupan di sekitarnya. Kebebasan berekonomi dalam
kehidupan bagaikan =~ pisau bermata dua, bisa
menguntungkan jika dalam praktiknya didasari rasa
kebersamaan, dan ;kemanusiaan, sebaliknya bisa menjadi
buah ' simalakama dan mengakibatkan 'bencana ketika
hanya,mementingkan isi,perut belaka.

Dalam konteks kehidupan bermasyarakat regulasi
pemerintah menjadi salah satu penentu dalam
menciptakan keharmonisan dan kesejahteraan bersama di
negara demokrasi seperti Indonesia. Akan tetapi
seringkali dijumpai tidak bermanfaatnya regulasi yang

ada bagi orang-orang yang papa dan tidak berdaya, tetapi



sebaliknya justru bermanfaat bagi orang kaya raya saja.
Ajaran agama yang mengajarkan tentang kasih sayang
dan memperhatikan kehidupan bersama seakan menjadi
tidak berfungsi manakala ajaran agama tidak bisa
berkontribusi dan berpengaruh dalam merubah
“keambiguitasan” kehidupan yang ada. NU sebagai
organisasi masyarakat yang di dalamnya banyak para
intelektual dan ulama merasa ikut bertanggung jawab
untuk hadir dan ikut serta dalam menciptakan kehidupan
yang damai dan sentosa dengan berjuang baik dalam
ranah akademis, teoritis maupun praktis.

Dalam Islam, manusia diciptakan oleh Allah SWT
dengan dibekali potensi. Manusia lahir dan hidup di dunia
dibekali akal dan nafsu yang menjadikannya mempunyai
dua potensi, baik dan buruk. Dominanisasi potensi yang
baik akan menimbulkan kemashlahatan, dominanisasi
potensi yang buruk ;akan menimbulkan kemafsadatan.
Kemafdasatan ' merupakan  suatu ‘hal _yang harus
diminimalisir ~—bahkan, dihindarifdihitangkan  dalam
kehidupan, terutama pada zaman modern yang sangat
individualis dan dinamis. Perkembangan zaman serta
perekonomian yang semakin maju dan modern
menimbulkan variatifnya kegiatan usaha yang dilakukan
oleh masyarakat, termasuk bisnis perdagangan dengan

mendirikan usaha ritel/toko modern dengan sistim



berjejaring yang dalam kurun waktu beberapa tahun
belakangan ini mengalami pertumbuhan yang sangat
massif.

Banyaknya toko modern yang menggunakan
sistim berjejaring menimbulkan keresahan di masyarakat
terutama para pemilik warung kelontong, karena
berimbas pada omset perdagangan mereka yang terus
menurun. Keresahan masyarakat tersebut ditanggapi oleh
LBM-NU Jawa Tengah dengan memberikan hukum
berupa keputusan bahtsul masa’il bahwa pemerintah
haram memberi izin pendirian toko modern berjejaring.
Keputusan bahtsul masa’il itu muncul dari adanya
pertanyaan yang diajukan oleh peserta bahtsul masa’il
yang merupakan perwakilan dari PCNU Kabupaten Blora
dalam bahtsul masa’il LBM-NU Jawa Tengah yang
dilaksanakan di  Ponpes Al-Asnawiy Salamkanci,
Bandongan, Magelang pada hari Senin 5 Desember 2016.
Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa pemerintah tidak
boleh-memberikan izin pendirian toko modern berjejaring
yang diduga kuat akan merugikan para pemilik usaha
kecil seperti warung kelontong.

Keputusan bahtsul masa’il tersebut menjadi
menarik untuk dikaji karena pada dasarnya persoalan toko
modern berjejaring merupakan fenomena baru yang

terjadi pada saat ini. Sedangkan dalam proses istinbath



hukumnya, Lajnah Bahtsul Masa’il Nahdlatul Ulama
Jawa Tengah menggunakan sumber rujukan berupa kitab-
kitab kuning (turats) yang sudah berusia ratusan tahun.
Penggunaan rujukan yang sudah sangat tua dan berbeda
zaman tersebut menimbulkan pertanyaan bahwa
bagaimana bisa kitab kuning yang sudah berusia ratusan
tahun tersebut digunakan untuk menjawab permasalahan
yang terjadi saat ini dan permasalahan itu tidak ada pada
masa lalu? Problematika yang timbul tidak hanya pada
relevansi kitab yang dijadikan rujukan, tetapi juga pada
metode yang digunakan dalam istinbath hukum tersebut
sehingga menghasilkan ketetapan hukum bahwa
pemerintah haram memberi izin pendirian toko modern
berjejaring.

Selain relevansi dan metode yang menjadi
persoalan, ~ masih terdapat problematika lagi yaitu
berkaitan »dengan: kekuatan: dalil yang dijadikan dasar
dalam penetapan hukum yang diambil ‘dari kitab-kitab
rujukan sehingga menghasilkan,keketapan hukum bahwa
pemerintah haram memberikan izin bagi pendirian toko
modern berjejaring. Dari data yang diperoleh, dalil-dalil
yang dirujuk dari kitab-kitab kuning tersebut masih
bersifat umum, sehingga permasalahan yang timbul

selanjutnya adalah bagaimana bisa menggunakan dalil



yang bersifat umum untuk menjawab suatu persoalan
yang bersifat khusus.

Keputusan bahtsul masa’il ini mendapat respon
yang beragam dari masyarakat dan pemerintah. Di pihak
masyarakat, beberapa saat setelah ditetapkannya fatwa ini
secara sekilas sempat terjadi kehebohan terutama di
beberapa kabupaten/kota di Jawa Tengah. Kehebohan
tersebut timbul akibat kesalahfahaman pengertian, di
mana saat itu masyarakat beranggapan bahwa LBM-NU
mengharamkan belanja di toko modern berjejaring.
Respon juga terjadi dari pihak pemerintah daerah, yang
mana dari pihak pemerintah setelah ditetapkannya fatwa
ini secara tidak langsung diikuti oleh beberapa
pemerintah daerah dengan menertibkan beberapa toko
modern berjejaring yang tidak sesuai atau melanggar
aturan.

Keputusan: bahtsul ; masa’il -LBM-NU tentang
pengharaman /izin. pendirian toko modern ' berjejaring
terdiri. dari-beberapa bagian; yaitu; pertama, pemaparan
mengenai deskripsi permasalahan yang berisikan problem
dan realitas yang terjadi dan dihadapi masyarakat. Kedua,
setelah deskripsi permasalahan kemudian terdapat
pertanyaan terhadap deskripsi masalah yang disampaikan.
Pertanyaan ini bisa berasal dari siapapun dan bisa juga

berupa pertanyaan lanjutan dari bahtsul masa’il di tingkat



bawah yang masih mauquf atau belum mendapatkan
jawaban. Ketiga, setelah deskripsi permasalahan dan
daftar pertanyaan, kemudian dalam keputusan bahtsul
masa’il tersebut dipaparkan mengenai jawaban beserta
penjelasannya dengan disertai sumber rujukan dari Kitab-
kitab kuning yang dijadikan dasar dalam penetapan
hukum.

Urgensi dilakukannya penelitian ini adalah untuk
mengetahui metode yang digunakan dalam istinbath
hukum LBM-NU Jawa Tengah yang menghasilkan
ketetapan hukum bahwa pemerintah haram memberikan
izin pendirian toko modern berjejaring. Selain itu
penelitian ini juga sekaligus untuk menguji kekuatan dalil
yang dijadikan rujukan sehingga diketahui tepat atau
tidak jika dalil-dalil tersebut digunakan untuk menjawab
persoalan toko modern berjejaring, serta untuk
mengetahui- 'kekonsistensian  .metode - yang digunakan
dalam istinbath hukum tersebut.

. Rumusan Masalah.

Dari latar belakang tersebut maka diambil beberapa

rumusan masalah sebagai berikut :

1. Mengapa Lajnah Bahtsul Masa’il Nahdlatul Ulama
(LBM-NU) PWNU Jawa Tengah memutuskan bahwa



pemerintah haram memberikan izin pendirian toko

modern berjejaring?

2. Bagaimana metode yang digunakan dalam istinbath
hukum Lajnah Bahtsul Masa’il Nahdlatul Ulama
(LBM-NU) PWNU Jawa Tengah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

Penelitian ini disusun mempunyai tujuan dan kegunaan.

Adapun tujuan dan kegunaannya yaitu:

1. Tujuan Penelitian

a)

b)

Menemukan alasan dan dasar Lajnah Bahtsul
Masa’il Nahdlatul Ulama (LBM-NU) PWNU
Jawa Tengah dalam memutuskan pengharaman
izin pendirian toko modern berjejaring.

Menganalisis metode istinbath hukum dan
konsistensinya dengan metode yang dirumuskan
oleh; Lajnah, Bahtsul ; Masa’il NNahdlatul Ulama
(LBM-NU) pusat sehingga 'LBM-NU PWNU
Jawa Tengah menghasilkan keputusan bahwa
pemerintah haram memberikan izin pendirian toko

modern berjejaring.

2. Kegunaan Penelitian.

a)

Secara Teoritis
1) Memberi kontribusi dan menambah khazanah

keislaman, khususnya pada bidang Hukum



Bisnis  Islam/Fikih  Muamalat, memberi
formulasi dan kontribusi terkait Bahtsul
Masa’il.

2) Memberikan legal & academic response
melalui pendekatan ushul figh dan teori yang
ada dalam ushul figh kepada semua pihak
terutama pengusaha toko modern berjejaring,
warga Nahdliyyin dan Lajnah Bahtsul Masa’il
sebagai bentuk proteksi bagi semua kalangan.

b) Secara Praktis

1) Hasil dari penelitian ini diharapkan agar
pemerintah lebih memperhatikan dan lebih
cermat dalam membuat kebijakan ataupun
peraturan  perundang-undangan  berkaitan
tentang perizinan pendirian toko modern
berjejaring.

2), Agar -dapat, menjadi referensifbahan rujukan
Khususnya bhagi’ para akademisi, umumnya
bagi- Lajnah . Bahtsul Masa’il dan pengusaha

toko modern berjejaring.

D. Telaah Pustaka
Untuk memberi pemantapan dan penegasan kekhasan
penelitian yang dikerjakan, peneliti memaparkan

beberapa hasil kajian penelitian terdahulu dari obyek



kajian yang sudah ada, agar tidak terjadi tumpang tindih
dalam kajian penelitian yang peneliti angkat. Adapun
tulisan yang telah membahas terkait dengan metode
istinbath hukum Bahtsul Masa’il ataupun yang membahas
tentang bisnis toko modern berjejaring secara umum
adalah :

Pada tahun 2017 terdapat karya ilmiah berupa
skripsi yang disusun oleh Sifaul Amin dengan judul
“Tinjauan HAM Terhadap Fatwa PWNU Jawa Tengah
Tentang Pelarangan Perizinan Pendirian Toko Modern”.
Penelitian  ini  membahas  permasalahan  berupa
pertentangan antara fatwa NU Jawa Tengah dengan HAM
yang masing-masing pihak - dalam obyek fatwa
mempunyal  kepentingan ~ tersendiri. Penelitian ini
menggunakan pendekatan normatif yuridis dengan
menggunakan teori Undang-undang No. 39 Tahun 1999
tentang  HAM, yang. mana jmenurut -UU. ini manusia
dibebaskan.dalam hal berekonomi. Kajian dari penelitian
ini menghasilkan temuan ;bahwa fatwa (hasil Bahtsul
Masa’il) PWNU Jawa Tengah Tentang Pelarangan
Perizinan Pendirian Toko Modern tersebut adalah boleh
dan fatwa tersebut tidak bertentangan dengan HAM,
karena fatwa tersebut pada dasarnya bertujuan untuk
melindungi UKM-UKM vyang dikelola oleh masyarakat
kecil, dimana jika tidak ada upaya perlindungan kepada
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masyarakat kecil pelaku UKM yang dilakukan oleh
berbagai pihak baik itu pemerintah, swasta, masyarakat
dan Ormas maka akan dapat mengancam
keberlangsungan kehidupan mereka.

Penelitian yang dilakukan oleh Sifaul Amin pada
tahun 2017 tersebut dengan penelitian ini terdapat
beberapa perbedaan, yaitu: pertama, penelitian oleh
Sifaul Amin pada tahun 2017 tersebut hanya menganalisis
fatwa/hasil bahtsul masa’il tentang larangan izin
pendirian toko modern dari sudut pandang HAM,
sedangkan Tesis atau penelitian yang disusun ini
membahas tentang problematika berupa alasan
dikeluarkannya  fatwa  yang  terfokus  kepada
kekonsistensian metode yang digunakan olenh LBM-NU.
Kedua, penelitian oleh Sifaul Amin tahun 2017 tersebut
menggunakan pendekatan normatif yuridis dengan teori
UU NO. 39 Tahun 1999 Tentang:HAM, sedangkan pada
Tesis ini “menggunakan pendekatan normatif berupa
konsep mashlahahyang ada dalam Figh/Ushul Figh dan
teori yang ada dalam Figh/Ushul Figh. Ketiga, penelitian
yang dilakukan oleh Sifaul Amin tahun 2017 tersebut
menghasilkan kesimpulan bahwa fatwa NU Jawa Tengah

! Sifaul Amin, “Tinjauan HAM Terhadap Fatwa PWNU Jawa
Tengah Tentang Pelarangan Perizinan Pendirian Toko Modern™, Skripsi,
IAIN Salatiga, (2017).
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tersebut tidak bertentangan dengan HAM, sedangkan
dalam Tesis ini menghasilkan kesimpulan bahwa secara
metodologis LBM-NU Jawa Tengah inkonsistensi dalam
proses istinbath al-ahkam dan rujukan yang digunakan
hanya sebagai media (stempel) untuk melegalkan
argumen para peserta bahtsul masa’il yang menghendaki
kemashlahatan ~ versi mereka. Dengan demikian,
Penelitian yang disusun ini berbeda dari sisi masalah,
teori dan hasil dengan skripsi yang disusun oleh Sifaul
Amin tahun 2017 tersebut. Tesis ini merupakan
kelanjutan penelitian yang dilakukan oleh Sifaul Amin
tahun 2017 dengan pembaruan kajian pada bidang
metodologi dan pengujian dalil yang dijadikan rujukan
dalam istinbath al-ahkam.

Tahun 2015 terdapat karya ilmiah berupa skripsi
yang disusun oleh Rina Muthmainah yang berjudul
“Analisis \Terhadap: Hasil- Bahtsul Masail- Muktamar NU
Ke=33 Tahun 2015 (Tentang ' BPJS _ Kesehatan”.
Problematika pada -penelitian ; ini, membahas tentang
metode penetapan hukum yang dilakukan oleh NU dalam
memandang tentang hukum BPJS kesehatan. Pendekatan
dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif
dengan mengkaji masalah menggunakan sumber-sumber
hukum Islam. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan

bahwa metode penetapan hukum hasil bahtsul masail NU
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tentang BPJS Kesehatan adalah memakai metode
manhajiy artinya adalah metode dengan mengikuti jalan
pikiran dan kaidah penetapan hukum yang disusun oleh
imam madzhab dengan menggunakan kaidah-kaidah
pokok (al-Qowaid al- Ushuliyah). Hal ini dikarenakan
para muktamirin dalam membahas masalah BPJS
Kesehatan memakai rujukan alguran, as-sunnah dan
agwal ulama. Penggunaan metode manhaji dalam
menetapkan hukum BPJS Kesehatan dilihat dalam
prespektif ilmu ushul figh menurut penulis adalah bahwa
metode manhaji digunakan dengan cara penalaran bayani
yaitu metode dengan cara menganalisis kebahasaan untuk
memberikan penjelasan penjelasan terhadap makna teks
al-Quran dan Sunnah.?

Jika dilihat lebih detail, Penelitian yang dilakukan
oleh Rina Muthmainah ini berbeda dengan Tesis yang
peneliti-susun. ; Perbedaan tersebut terletak pada obyek
masalah yang dikaji di mana dalam karya_ilmiah milik
Rina Muthmainah ini obyeknya adalah BPJS kesehatan,
sedangkan dalam Tesis yang penulis susun adalah fatwa
atau hasil bahtsul masa’il. Dari teori yang digunakan,

skripsi Rina Muthmainah menggunakan teori kaidah

? Rina Muthmainah, “Analisis Terhadap Hasil Bahtsul Masail
Muktamar NU Ke-33 Tahun 2015 Tentang BPJS Kesehatan”, Skripsi,
UIN Walisongo Semarang, (2015).
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ushul/figh yang digunakan untuk melihat BPJS kesehatan
dalam perspektif hukum Islam, sedangkan dalam Tesis
yang peneliti susun adalah menggunakan teori yang ada
yang ada dalam Ushul Figh untuk melihat pertimbangan
dalam pengambilan hukum yang dilakukan oleh LBM-
NU. Dari hasil penelitian, penelitian Rina Muthmainah
menyimpulkan bahwa dalam penetapan hukum BPJS
kesehatan NU menggunakan metode manhajiy dengan
menggunakan penalaran bayani. Dengan demikian,
penelitian oleh Rina Muthmainah dengan Tesis yang
peneliti susun ini berbeda baik dari sisi masalah, teori dan
hasil. Tesis yang peneliti susun bersifat baru dan juga
sekaligus sebagai pengembangan dari beberapa penelitian
senada sebelumnya, yang mana dari beberapa penelitian
sebelumnya masih sedikit yang menganalisis dan menguji
kekuatan dalil yang digunakan rujukan dalam
pengambilan hukum.

Penelitian yang dilakukan oleh ‘/Ahmad Junaidi
pada «tahun, 2016 dengan: judul “Penerapan Putusan
Bahtsul Masa’il Bidang Ekonomi Di Lingkungan Warga
NU” melihat bahwa terdapat permasalahan di masyarakat
berupa terjadinya kesenjangan teori hukum dan praktik
yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk
mengkaji penerapan dan respon warga NU Kecamatan

Kaliwates, Jember tentang keputusan bahtsul masa’il
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dalam bidang ekonomi. Pendekatan yang digunakan
dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologis
dengan menggunakan teori sosiologi hukum dan prinsip-
prinsip muamalah dalam Islam. Penelitian ini mempunyai
kesimpulan bahwa Warga NU kecamatan Kaliwates yang
memiliki  kepatuhan terhadap setiap fatwa yang
disampaikan para ulama, dalam melangsungkan kegiatan
ekonomi, tidak sepenuhnya menjadikan keputusan-
keputusan bahtsul masail bidang ekonomi (yang telah
dirumuskanoleh para ulama) sebagai landasan konseptual
dalam menjalankan kegiatan ekonomi mereka. Artinya,
dalam melaksanakan kegiatan ekonomi, mereka memiliki
perilaku yang beragam jika dikaitkan dengan hasil
keputusan Bahtsul Masail, yang secara garis besar dapat
dipilah menjadi dua, yakni a) Sebagian kecil warga NU
teguh atau patuh terhadap keputusan bahtsul masail.
Mereka , -sedapat » , mungkin;+ melaksanakan  atau
menyesuaikan /diri-dengan hasil-hasil keputusan bahtsul
masail bidang -ekonomi dalam. melaksanakan kegiatan-
kegiatan ekonomi; dan b) Sebagian besar warga NU
dalam menjalankan kegiatan-kegiatan ekonomi kurang
teguh atau kurang patuh terhadap hasil keputusan bahtsul
masail bidang ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi, yang
dipentingkan adalah suasana psikologis dan sosio kultural

antara pihak-pihak yang sedang melangsungkan
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transaksi. ° Penelitian ini berbeda dengan Tesis yang
penulis susun baik dari sisi masalah, teori dan hasil
penelitian.

Karya ilmiah berupa skripsi pada tahun 2016 yang
disusun oleh Yudha Satria Pratama dengan judul
“Dampak Toko Modern Terhadap Kesejahteraan Hidup
Pedagang Toko Tradisional”. Penelitian ini berfokus
pada permasalahan berupa terjadinya persaingan antara
toko modern berjejaring dengan warung/toko/pasar
tradisional. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian
ini yaitu pendekatan sosiologis yang menghasilkan
kesimpulan bahwa perkembangan toko modern yang
semakin merajalela dan keberadaanya yang berdekatan
dengan  warung/toko/pasar  tradisional mempunyai
dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu;
melakukan inovasi/pengembangan usaha, pemberian label
harga -pada barang .dagangan,. pemberian diskon harga,
dan. menjaga kualitas barang dan ‘kebersihan tempat
usaha.  Adapun—- dampak :negatifnya -yaitu; hilangnya

pelanggan, turunya omzet penjualan, dan gulung

¥ Ahmad Junaidi, “Penerapan Putusan Bahtsul Masa’il Bidang
Ekonomi Di Lingkungan Wara NU”, Jurnal al-‘Adalah, 1AIN Jember,
(2016).
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tikar/bangkrut.” Penelitian ini berbeda dengan tesis yang
penulis susun. Perbedaan tersebut terletak pada fokus
permasalahan, teori yang digunakan serta hasil penelitian
yang diperoleh.

Dari beberapa penelitian tersebut baru ada satu
penelitian yang obyek bahasannya sama yaitu mengenai
hasil bahtsul masa’il tentang larangan izin pendirian toko
modern berjejaring. Penelitian terdahulu tersebut adalah
skripsi yang disusun oleh Sifaul Amin tahun 2017 yang
fokus bahasannya melihat fatwa NU tersebut dalam
perspektif HAM. Selain itu juga belum ada yang meneliti
lebih mendalam mengenai alasan dikeluarkannya fatwa
(hasil keputusan bahtsul masa’il) serta juga belum ada
yang menguji kekuatan dalil yang dijadikan rujukan atau
dasar dalam penetapan fatwa. Dengan demikian, tesis ini
benar-benar merupakan suatu hal baru yang merupakan
penelitian: lanjutan dariskripsi  Sifaul Amin pada tahun
2017 tersebut, di mana fokus dari penelitian ini adalah
mengenai -metodologi yang- digunakan-dalam istinbath

hukum.

* Yudha Satria Pratama, “Dampak Toko Modern Terhadap
Kesejahteraan Hidup Pedagang Toko Tradisional”, Skripsi, Universitas
Jember, (2016).
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E. Kerangka Teoretik
Sebagai pengantar dalam memahami permasalahan yang
dikaji, berikut penulis paparkan kerangka teoretik pada
penelitian ini:
1. Fatwa dan Kekuatan Hukumnya
Secara linguistik, dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia, fatwa mempunyai arti jawab (keputusan,
pendapat) yang diberikan oleh mufti tentang suatu
masalah, nasihat orang alim, pelajaran baik, petuah.
Berfatwa berarti memberi fatwa, memfatwakan
berarti memberikan fatwa, nasehat, memberikan
petuah. °> Dalam terminologi hukum Islam, fatwa
adalah menerangkan hukum syara‘ dalam suatu
persoalan sebagal jawaban dari suatu pertanyaan, baik
si penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, baik
perseorangan maupun kolektif.®
Dalam ilmu rushul . figih, -fatwa -mengandung
makna .sebagai. pendapat yang dikemukakan oleh
seorang-mujtahid (orang yang /berijtinad) atau fagih
(ahli figh) atau mufti (orang yang berfatwa) sebagai

® Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa
Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Cet. Ke-2, him. 314.

® Yusuf al-Qaradhawi, “al-Fatwa baina Aindibat wa al-
Tasayyub”, Diterjemahkan As’ad Yasin dengan judul, Fatwa antara
Ketelitian dan Kecerobohan, (Jakarta: Gema Isani Press, 1997), Cet. Ke-
1, him. 5.
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jawaban yagn diajukan peminta fatwa (mustafti)
dalam suatu kasus atau masalah yang sifat fatwa
tersebut tidak mengikat.” Pihak yang meminta fatwa
(mustafti) tersebut bisa berasal dari seseorang atas
nama pribadi, lembaga, maupun kelompok
masyarakat. Fatwa yang disampaikan oleh mufti
(orang yang berfatwa) tersebut tidak harus diikuti oleh
orang yang meminta fatwa (mustafti), sehingga secara
hukum fatwa tersebut tidak mempunyai daya ikat.®
Tidak mengikatnya fatwa dikarenakan fatwa
merupakan hasil kreasi manusia dari hasil ijtihad
dalam menafsirkan suatu hal baru yang tidak terdapat
dalam Al-Qur’an dan hadis.

Fatwa mempunyai kedudukan atau peran yang
signifikan dalam masyarakat di mana fatwa berfungsi
sebagai media untuk memahamkan doktrin agama
kepada ; ;masyarakat, - Bagi . masyarakat muslim
kontemporer, fatwa menjadi sebuah kebutuhan yang
penting,-mengingat hahwa persoalan-keagamaan yang
terjadi semakin hari semakin banyak dan kompleks.
Sementara itu, sumber utama ajaran Islam (Al-Qur’an

dan hadits) tidak memberikan petunjuk secara tegas

” Abdul Azis Dahlan, (ed), Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 1,
(Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), Cet. Ke-1, him. 326.

® Ibid.
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bagaimana mengatasi persoalan itu. Pada saat yang
sama mereka tidak memiliki kapasitas untuk
menemukan jawabannya sendiri melalui ijtihad.
Akibatnya, dapat diduga bahwa mereka akan meminta
kehadiran ulama atau organisasi keagamaan untuk
membantu memecahkan persoalannya. Dengan
demikian tidak mengherankan apabila pihak-pihak
yang merasa mempunyai kemampuan  untuk
mengeluarkan  fatwa sangat tertantang untuk
memberikan solusi atas problematika yang dialami
oleh masyarakat.’
2. Figh dan Ushul Figh.

Menurut syara’, figh merupakan pengetahuan tentang
hukum syariah yang berkaitan dengan perbuatan yang
diambil dari dalilnya secara detail. Sedangkan ushul
figh adalah pengetahuan tentang kaidah dan
pembahasannya . yang -digunakan untuk- menetapkan
hukum-hukum " syara’ 'yang berhubungan dengan
perbuatan imanusia ,dari- dalil-dalil.-yang terperinci.
Obyek pembahasan figh adalah perbuatan orang
mukallaf ditinjau dari ketepatannya terhadap hukum

syara’, sedangkan obyek bahasan ushul figh adalah

° Ahmad Munjin Nasih, Lembaga Fatwa Keagamaan Di
Indonesia (Telaah Atas Lembaga Majlis Tarjih dan Lajnah Bathsul
Masail), de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 5, Nomor 1, (Juni
2013), him. 68
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dalil syara’ yang bersifat umum ditinjau dari
ketepatannya terhadap hukum syara’ yang umum
pula. Tujuan dari figh adalah menerapkan hukum
syara’ pada semua perbuatan dan ucapan manusia,
sedangkan tujuan dari ushul figh adalah menerapkan
kaidah dan pembahasannya pada dalil-dalil yang
detail untuk diambil hukum syara 'nya.*

Penggunaan ilmu Ushul Figh sebagai
pendekatan karena persoalan yang dibahas dalam
Hasil Keputusan Bahtsul Masa’il LBM-NU Jawa
Tengah merupakan persoalan yang baru yaitu
fenomena toko modern berjejaring yang mana
persoalan tersebut tidak ada ketetapan hukumnya baik
dari Al-Qur’an dan hadis, sehingga LBM-NU Jawa
Tengah menerapkan kaidah-kaidah yang ada dalam
ilmu ushul figh dalam melakukan istinbath hukum
guna diambil ketetapan hukumnya:;

3. “Mashlahah dan-dlarar dalam ushul figh.
Secara sederhana mashlahah dapat diartikan sebagai
sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal sehat.
Diterima akal dalam hal ini mengandung makna

bahwa akal dapat mengetahui dengan jelas

9 prof. Dr. Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Figh Kidah
Hukum Islam (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), him. 1-5
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kemaslahatan tersebut.'! Dari tujuannya, mashlahah
terbagi menjadi 2 bentuk yaitu mewujudkan manfaat,
kebaikan dan kesenangan untuk manusia (jalb al-
manafi’) dan menghindari umat manusia dari
kerusakan dan keburukan (dar’u al-mafasid)."? Yang
dijadikan tolak ukur untuk menentukan baik buruknya
(manfaat dan mafsadatnya) sesuatu yang dilakukan
dan yang menjadi tujuan pokok pembinaan pokok
hukum adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi
kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan manusia itu
bertingkat-tingkat, menurut al-Syatibi ada 3 (tiga)
kategori tingkatan kebutuhan itu yaitu: dharuriyat
(kebutuhan primer), hajiyat (kebutuhan sekunder),
dan tahsiniyah (kebutuhan tertier).?

Dharuriyat (kebutuhan tingkat primer) adalah
sesuatu yang harus ada untuk eksistensinya manusia
atau; dengan: kata ; lain: tidak ;sempurna kehidupan
mansia tanpa harus dipenuhi manusia sebagai ciri atau

kelengkapan- kehidupan manusia, yaitu secara

" Muslimin Kara, “Pemikiran Al-Syatibi Tentang Maslahah Dan
Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah,” Assets,
Volume 2 Nomor 2 Tahun 2012 (Tahun 2012), him. 177

2 Amir Syarifuddin, Ushul Figh, Jilid II, cet. ke-4 (Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2008), him. 208

B3 Asy-Syatibi, al-Muwafagat fi Ushul al-Syari’ah, (Kairo:
Musthafa Muhammad, t.th), Jilid 2, him. 374.
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peringkatnya: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.
Kelima hal itu disebut sebagai al-dharuriyat al-
khamsah (dharuriyat yang lima).** Kelima dharuriyat
tersebut adalah hal yang mutlak harus ada pada diri
manusia. Karenanya Allah SWT menyuruh manusia
untuk melakukan segala upaya keberadaan dan
kesempurnaannya. Sebaliknya Allah SWT melarang
melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan atau
mengurangi salah satu dari lima dharuriyat yang lima
itu. Segala perbuatan yang dapat mewujudkan atau
mengekalkan lima unsur pokok itu adalah baik, dan
karenanya harus dikerjakan. Sedangkan segala
perbuatan yang merusak atau mengurangi nilai lima
unsur pokok itu adalah tidak baik, dan karenanya
harus ditinggalkan.*”

Hajiyat (kebutuhan tingkat sekunder) bagi
kehidupan manusia; yaitu .sesuatuyang dibutuhkan
bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai tingkat
dharuri., Seandainya kebutuhan, itu- tidak terpenuhi
dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan
atau merusak kehidupan itu sendiri. Namun demikian,

keberadaannya dibutuhkan untuk  memberikan

¥ Amir Syarifuddin, Ushul Figh, Jilid II, cet. ke-4 (Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2008), him. 209

15 1bid.
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kemudahan serta menghilangkan kesukaran dan
kesulitan dalam kehidupan mukallaf.*

Tahsiniyat (kebutuhan tingkat tersier) adalah
sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah
kehidupan. Tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut
kehidupan tidak akan rusak dan juga tidak akan
menimbulkan  kesulitan.  Keberadaan kebutuhan
tingkat ini sebagai penyempurna dari dua tingkatan
kebutuhan sebelumnya, ia bersifat pelengkap dalam
kehidupan mukallaf, yang dititik beratkan pada
masalah etika dan estetika dalam kehidupan.*’

Berkaitan dengan dlarar, manusia dalam
menjalani: proses kehidupan dapat dipastikan tidak
ingin tertimpa suatu bahaya sehingga berusaha untuk

menghindari bahaya semaksimal mungkin. Hal ini

senada dengan kaidah fikih J'» &)1 (bahaya harus

dihilangkan),'®.di mana dasar kaidah.ini diambil dari

'® Muslimin Kara, “Pemikiran Al-Syatibi Tentang Maslahah Dan
Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah,” Assets,
Volume 2 Nomor 2 Tahun 2012 (Tahun 2012), him. 178

Y Muslimin Kara, “Pemikiran Al-Syatibi Tentang Maslahah Dan
Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah,” Assets,
Volume 2 Nomor 2 Tahun 2012 (Tahun 2012), him. 179

'8 Abdul Haq, dkk, Formulasi Nalar Figh : Telaah kaidah figh
konseptual (Surabaya : Khalista, 2017), him. 209
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hadis riwayat Imam Malik dalam al-Muwaththa’, al-
Hakim dalam al-Mustadrak, Ibn Majah dan al-

Bayhaqi'®, yaitu y,2 Y5 y,2 ¥  yang mempunyai

makna “jangan membahayakan diri dan orang lain”.
Secara bahasa, kata dlarar (tanpa alif) dan
dlirar (dengan memakai alif) mempunyai makna sama
tetapi untuk obyek yang berbeda. Kata dlarar
merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seorang
diri dan berbahaya hanya pada diri sendiri. Sedangkan
dlirar merupakan perbuatan yang bersifat interelasi
dan bisa berbahaya, baik pada diri sendiri maupun
orang.lain.?’ Selain pengertian tersebut, dlarar juga
bermakna sebagai suatu perbuatan yang bermanfaat
hanya untuk pribadi tapi berbahaya pada orang lain.
Sedangkan d/irar merupakan suatu bentuk pekerjaan
yang ,membahayakan. orang, lain. tanpa memberi

manfaat 'pada. pelaku. # Dlarar dalam lingkupnya

¥ Malik-bin-Anas, ¢. Muhammad Fu’ad Abd al-Bagi, al-
Muwaththa’, Dar Thya’ al-Turats al-* Arabi, Mesir, 11/745, Muhammad bin
Abdillah  al-Hakim, al-Mustadrak ‘ala  al-Shahihayn, 11/57-58,
Muhammad bin Yazid al-Qazwini, Sunan Ibn Majah, 2340, Ahmad bin
al-Husayn al-Bayhaqi, ed. Muhammad Abd al-Qadir ‘Atha, Sunan al-
Kubra, Maktabah Dar al-Baz, Makkah, 1994, V1/69

2 Abu Bakar bin Muhammad bin Abdul Mukmin, Tagiyudin
Abu Bakar Muhammad bin Abd al-Mukmin Al-Hishny, Kitab al-
Qawa<’id (Riyadl : Maktabah Al-Rusydu, Cet.I 1997), him. 334

2! 1bid.
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terbagi menjadi dua yaitu dlarar ‘am (bahaya yang
bersifat umum) dan dlarar khas (dlarar yang bersifat
Khusus).

Mashlahah dan dlarar dalam ushul figh
digunakan sebagai teori dalam penelitian ini yaitu
untuk melihat, menimbang, dan menganalisa terhadap
feomena toko modern berjejaring yang mengalami
pertumbuhan jumlah secara massif agar diketahui di
mana letak kemashlahatan dan kedlararanya.
Sebagaimana diketahui bahwasannya LBM-NU Jawa
Tengah mengharamkan izin pendirian toko modern
berjejaring tersebut bertujuan agar tercapainnya

kemashlahatan dan menghilangkan kedlararan.

F. Metode Penelitian.
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian.
Jenis penelitian yang-digunakan dalam- penelitian ini
adalah penelitian pustaka (library ‘research) vyaitu
peneliti~ menggunakan ; buku-buku;-literatur-literatur
dan dokumen penunjang lain yang mengemukakan
berbagai teori hukum dan dalil yang berhubungan
dengan masalah yang dikaji. % Buku-buku yang
digunakan dalam penelitian ini adalah kitab-kitab dan

22 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta:
PT Raja Grafindo Persada, Cet. 2, 1998), him. 36
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buku-buku yang berkaitan dengan figh, NU,
keislaman, dan lain-lain yang relevan dengan obyek
kajian. Walaupun penelitian pustaka, dalam penelitian
ini juga dilakukan wawancara untuk menguatkan data
yang diperoleh.
Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian
ini yaitu ushul figh dengan menggunakan teori
mashlalah dan teori yang ada di dalam ushul figh.

2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif analitis artinya, hasil
penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara
menyeluruh, mendalam tentang suatu keadaan atau
gejala yang diteliti.?* Penelitian ini-mendeskripsikan
hasil keputusan bahtsul masa’il. LBM-NU Jawa
Tengah tentang pengharaman izin pendirian toko
modern berjejaring dan menganalisis metode istinbath
al-ahkam- yang. digunakan ;dalam :bahtsul masa’il
tersebut.

3. Sumber-Data
Ada dua sumber data yang digunakan dalam
penelitian ini yaitu :

a. Sumber data primer

% Soerjono Soekanto, Pengantar Penulisan Hukum, (Jakarta: Ul
press, 1986), him. 10
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Pertama hasil keputusan bahtsul masa’il tentang
toko modern berjejaring. Data ini berwujud soft
file dalam bentuk Microsoft Word yang berasal
dari KH Hudallah Ridwan, LC (sekretraris PWNU
Jawa Tengah) berupa keputusan bahtsul masail
LBM-NU PWNU Jawa Tengah yang dilaksanakan
di PP Al-Asnawiy Salamkanci, Bandongan,
Magelang pada hari Senin, 5 Rabi’ul Awwal 1438
H/ 05 Desember 2016 M yang menghasilkan
keputusan bahwa pemerintah haram memberikan
izin pendirian toko modern berjejaring.

Selain hasil keputusan bahtsul masa’il,
data 'primer yang digunakan vyaitu hasil
wawancara dengan KH Hudallah Ridwan, LC
selaku pimpinan sidang dalam bahtsul masa’il
tentang toko modern tersebut. \Wawancara
dilakukan ; pada ; tanggal : 9 September 2019 di
kantor PWNU Jawa Tengah. Data ini berfungsi
sebagai-penguat terhadap -obyek permasalahan

yang dikaji.

. Sumber data sekunder

Data ini diperoleh dari data/dokumen pendukung
(surat  kabar online, majalah, peraturan
pemerintah, undang-undang, dan dokumen lain

yang Dberkaitan), buku-buku yang berkaitan
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langsung dengan obyek kajian (berupa buku-buku
tentang hukum Islam, buku tentang hukum positif,
buku tentang muamalat/ekonomi dan bisnis
maupun kitab-kitab yang dijadikan rujukan dalam
bahtsul masa’il (berupa soft file dalam bentuk
PDF), dan hasil penelitian (skripsi dan jurnal
ilmiah) yang berkaitan dengan penelitian ini.
4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data, dalam hal ini penulis
menggunakan studi kepustakaan yaitu pengumpulan
data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap
buku-buku dalam bidang figh, hukum positif dan
ekonomi/muamalat. ~ Selain itu  penulis  juga
menggunakan makalah, artikel, majalah, dan jurnal-
jurnal yang berkaitan dengan figh, ekonomi, hukum
dan data yang relevan dengan masalah yang dikaji.
Untuk. +— memperkuat - data;  /-penulis. melakukan
wawancara dengan KH Hudallah' Ridwan, LC yang
pada saat bahtsul masa’il tersebut berperan sebagai
pimpinan sidang dan saat wawancara dilakukan
menjabat sebagai sekretaris PWNU Jawa Tengah.
Untuk melengkapi data yang tidak ditemukan dari
buku, artikel, maupun jurnal, penulis menggali data
dari website (internet) yang bisa

dipertanggungjawabkan obyektifitasnya (diantaranya
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adalah www.Solopos.com, www.TribunJogja.com,

dan www.TEMPO.CO). Sebagai pelengkap data,
penulis menggunakan catatan-catatan berupa resume
atas peristiwa dan fenomena yang terjadi dan ada
hubungannya dengan masalah yang dikaji, sehingga
pada akhirnya berdasarkan data-data tersebut penulis
dapat menganalisa dan membuat kesimpulan dari
permasalahan yang dikaji.?*
5. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis mengungkap masalah
berupa hasil keputusan bahtsul masail LBM-NU
PWNU Jawa Tengah yang menghasilkan keputusan
bahwa pemerintah haram memberikan izin pendirian
ritel/toko modern berjejaring. Penulis menggunakan
teknik analisis data secara deskriptif analisis, yang
mendeskripsikan fatwa LBM-NU Jawa Tengah
tersebut: secara jelas dan menganalisis. metode yang
digunakan ‘dalam praeses istinbath al-ahkam. Teknis
analisis- data secara deskriptif analisis mempunyai
sebuah pengertian sebagai prosedur pemecahan
masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau
melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian
(seseorang, lembaga, masyarakat dan lainlain) pada

?* Muhammad Nadzir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghali
Indonesia, 2003), him. 27.


http://www.solopos.com/
http://www.tribunjogja.com/
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saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak
atau sebagaimana adanya®, di mana obyek dalam
penelitian ini adalah fatwa/hasil keputusan bahtsul
masa’il yang dikeluarkan oleh Lajnah Bahtsul Masa’il
PWNU Jawa Tengah. Analisis terhadap objek
penelitian berupa hasil bahtsul masa’il terfokus pada
metode yang digunakan dalam pengambilan hukum
(istinbath al-ahkam) untuk menguji kekonsistensian
LBM-NU Jawa Tengah terhadap 3 (tiga) metode yang
digunakan (gauliy, ilhagiy, manhajiy).

G. Sistematika Penulisan.
Penelitian ini terdiri dari lima bab yang berisikan
beberapa pembahasan sebagai berikut :

Bab | yaitu Pendahuluan. Bab ini berisi mengenai
hal-hal yang masih bersifat umum dan problematis
sebagai; pengantar . bagi- pembaca »untuk. memahami
keseluruhan ' tulisan ini. Dalam bab 'ini ‘dipaparkan
mengenai latar-belakang masalah yang -menjadikan dasar
dan alasan pentingnya dilakukannya penelitian ini. Latar
belakang yang sudah diketahui permasalahannya
kemudian diterangkan dalam sub-bab selanjutnya yaitu

rumusan masalah yang bertujuan untuk memetakan

% Hadari Nawawi, Metode Peneletian Bidang Sosial,
(Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995), him. 63.
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persoalan yang terjadi sehingga dapat dilakukan analisis
terhadap persoalan tersebut. Setelah diketahui rumusan
masalahnya, maka pada sub-bab selanjutnya diterangkan
mengenai tujuan serta manfaat dari dilakukannya
penelitian ini. Hal selanjutnya yang tidak kalah penting
yaitu berkaitan dengan penelitian terdahulu yang
mempunyai kemiripan sebagai bahan pertimbangan dan
penegasan mengenai kekhasan penelitian yang dilakukan
ini agar tidak terjadi pengulangan dan plagiasi, serta
bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai
kebaruan dari penelitian yang dilakukan ini. Beberapa
penelitian terdahulu yang senada tersebut penulis
paparkan dalam telaah pustaka sebagai perbandingan
terhadap penelitian yang disusun ini. Setelah penelaahan
terhadap  penelitian  terdahulu dilakukan, penulis
kemudian menyusun kerangka teori yang bertujuan untuk
menggambarkan:secara ringkas alat;yang akan digunakan
untuk menganalisis permasalahan yang terjadi. Kerangka
teori dalam. penelitian ini juga: bermanfaat agar analisa
pembahasan tetap fokus pada inti masalah dan tidak
menimbulkan kebiasan. Dari beberapa hal tersebut
kemudian dijelaskan mengenai metodologi penelitian
sebagai pisau bedah dalam menganalisis permasalahan.
Yang terakhir adalah sistematika penulisan yang di

dalamnya dipaparkan mengenai tata cara atau sistematika
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pembahasan agar pembaca dapat memahami secara jelas
penelitian ini.

Bab Il merupakan landasan teori. Bab ini berjudul
“Metode Istinbath Hukum Lajnah Bahtsul Masa’il
Nahdlatul Ulama (LBM-NU)” yang berisikan mengenai
teori tentang bahtsul masa’il secara umum. Dalam bab ini
dipaparkan mengenai metode ijtihad, profil Lajnah
Bahtsul Masa’il, dan metode istinbath yang digunakan
dalam bahtsul masa’il. Bab ini dirumuskan agar diketahui
apa itu bahtsul masa’il beserta ruang lingkupnya
sekaligus sebagai landasan dalam  menganalisis
permasalahan yang dituangkan pada bab 1V.

Bab 111 merupakan paparan data dan hasil temuan.
Bab ini berjudul “Hasil Keputusan Bahtsul Masa’il LBM-
NU PWNU Jawa Tengah Tentang Pengharaman lzin
Pendirian Toko Modern Berjejaring”. Dalam bab ini
dibahas ;mengenai toko; modern: berjejaring, mekanisme
istinbath, dan dasar-dasar metode perumusan fatwa (hasil
keputusan-bahtsul v masa’il). Bab .ini-dirumuskan agar
diketahui obyek permasalahan secara jelas untuk
selanjutnya dilakukan analisis secara mendalam. Hasil
pengamatan tersebut kemudian dianalisa dengan teori
yang ada pada bab dua dan dituangkan dalam

pembahasan pada bab empat.
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Bab IV yaitu analisis. Bab ini berjudul “Analisis
Hasil Keputusan Bahtsul Masa’il LBM-NU PWNU Jawa
Tengah Tentang Pengharaman lzin Pendirian Toko
Modern Berjejaring”. Bab ini berisikan analisis mengenai
Hasil Keputusan Bahtsul Masa’il LBM-NU PWNU Jawa
Tengah tentang pengharaman izin pendirian toko modern
berjejaring yang di dalamnya meliputi: faktor-faktor
penyebab hasil keputusan bahtsul masa’il, analisis
kekuatan dalil, dan analisis terhadap metode yang
digunakan dalam bahtsul masa’il. Dipaparkannya bab ini
bertujuan untuk menjawab kegelisahan akademik yang
terjadi dan berangkat dari rumusan masalah. Sub-bab
pertama merupakan jawaban dari rumusan masalah
nomor satu, sedangkan sub-bab dua dan tiga pada bab ini
merupakan jawaban dari rumusan masalah nomor dua.

Bab V vyaitu penutup. Bab ini merupakan
kesimpulan-dari pembahasan dan analisis yang dilakukan
dari.bab empat yang dituangkan dalam sub-bab pertama
yaitu -kesimpulan. -Adapun sub-bab. kedua yaitu saran,
berisikan mengenai masukan terhadap penelitian lain
yang dilakukan maupun terhadap LBM-NU sendiri selaku
lembaga yang menetapkan atau memutuskan hukum.
Ditulisnya bab ini bertujuan untuk mengetahui intisari
serta hasil kajian secara keseluruhan yang dilakukan dari

penelitian ini.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan

mengenai analisis terhadap hasil keputusan bahtsul masail

Lajnah Bahtsul Masa’il Nahdlatul Ulama (LBM-NU)

PWNU Jawa Tengah tahun 2016 tentang Pengharaman

Izin Pendirian Toko Modern Berjejaring, maka penulis

menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ada 2 (dua) faktor yang menyebabkan
diharamkannya izin  pendirian toko modern
berjejaring yaitu: faktor sosiologis berupa adanya
keresahan masyarakat akibat banyaknya jumlah toko
modern berjejaring yang mengancam ketahanan
warung/toko-toko tradisional, dan faktor ekonomi
berupa | terjadinya ; -monopali; »distribusi  barang
komoditas 'masyarakat yang dikuasai oleh segelintir
orang - mempengaruhi ; perekonomian » baik dalam
lingkup mikro maupun makro yang pada akhirnya
berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi, politik dan
kondusifitas keamanan.

2. Kekuatan dalil berupa gaul ulama yang diambil dari
kitab-kitab rujukan sebagian besar mempunyai

kekuatan hukum vyang lemah dan tidak relevan.
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Kelemahan dalil terletak pada penggunaan dalil yang
sifatnya umum untuk menghukumi suatu perkara
yang bersifat khusus. Ketidakrelevanannya terletak
pada penggunaan dalil yang tidak sesuai pada pokok
bahasan berupa dalil yang bersubstansi figh siyasah
digunakan untuk menetapkan hukum dalam bidang
figh muamalah.

3. Metode yang digunakan dalam istinbath hukum yaitu
campuran antara metode manhajiy dengan metode
ilhaqgiy karena terdapat penganalogian toko modern
berjejaring  dengan  monopoli, akan tetapi
inkonsistensi di dalam pengaplikasiannya.
Keinkonsistensiannya terletak pada tidak mengikuti
dan tidak dilakukannya penelurusan secara hierarkis
prosedur istinbath hukum mazhab empat secara
terpisah. Pemetaan mashlahah dan mafsadah juga
belum; -dilakukan, ;secara . terprinci;sesuai dengan

tingkatannya (dharuriy, tahsinty, hajiy).

B. Saran
1. Bagi LBM-NU sebaiknya memperhatikan istilah-
istilah yang digunakan dalam hasil keputusannya
sehingga tidak menimbulkan salah tafsir dan
representasi yang bias di masyarakat. Selain itu,

dalam memecahkan permasalahan yang baru,
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pelibatan peserta yang menguasai topik kajian penting
untuk dilakukan agar perspektif masalah dapat
diketahui secara jelas dari berbagai sudut pandang.
Pengambilan rujukan harus benar-benar disesuaikan
dengan konteks masalah yang dikaji sehingga hasil
keputusan yang dihasilkan teruji validitas dan
kekuatannya.

Bagi para peneliti, penelitian terkait hasil bahtsul
masa’il menjadi peluang untuk dilakukannya
penelitian agar Ormas-ormas yang ada di Indonesia
semakin meningkatkan kualitasnya dalam hal

pembuatan fatwanya.
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LBM PCNU Se Jateng
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1. I1ZIN USAHA

Deskripsi masalah

Sektor usaha perdagangandan pasar modern di

Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mengalami

perkembangan cukup tinggi. Berbagai perusahaan besar

mulai merambah ke kampung-kampung dan mengancam

keberadaan unit-unit usaha kecil dan menengah. berbagai

jenis pasar modern seperti minimarket, supermarket,

hipermarket, maupun mal-mal perbelanjaan juga mulai



menjamur dan keberadaannya terus menggeser keberadaan
pasar-pasar  tradisional.  Kemunculan  perusahan-
perusahaan raksasa dan pasar modern tersebut
menimbulkan pro-kontra antara para pengusaha dan
pedagang kecil dan menengah. Sehingga muncul pula
kekhawatiran pada masyarakat bahwa hal ini akan
mematikan usaha para pedagang kecil. Kemudian daripada
itu, dalam pelaksanaannya, bidang-bidang usaha tersebut,
terutama  perusahaan-perusahaan raksasa, berusaha
mendapatkan perijinan yang disebut SIUP (surat izin

usaha perdagangan) dari fihak pemerintah.

Pertanyaan ;

a. Bolehkah pemerintah memberi izin usaha kepada
perusahaan atau unit usaha yang diduga kuat akan
menimbulkan dampak kerugian pada usaha kecil
atau menengah.yang dikelola masyarakat?

b.. Jika pemerintah terlanjur memberi' izin usaha dan
kenyataannya« , mengakibatkan --kerugian  atau
kebangkrutan pada usaha kecil atau menengah,

apakah pemerintah wajib mencabut izin tersebut?

(PCNU KABUPATEN BLORA)



a. Bolehkah pemerintah memberi izin usaha kepada
perusahaan atau unit usaha yang diduga kuat akan
menimbulkan dampak kerugian pada usaha Kkecil
atau menengah yang dikelola masyarakat?

Jawaban :

Pada dasarnya pemerintah boleh memberi izin usaha
kepada setiap warga negara yang ingin mendirikan usaha
selama jenis usaha yang dijalankan tidak termasuk yang
diharamkan oleh agama. Namun jika perusahaan atau unit
usaha modern diduga kuat akan menimbulkan kerugian
pada usaha kecil atau menengah maka pemerintah tidak
boleh menerbitkan izin usaha kepada perusahaan atau unit
usaha modern tersebut dengan alasan-alasan sebagai
berikut :

1. Pemerintah wajib mencegah segala sesuatu yang
mengakibatkan timbulnya mafsadah, atau
mengakibatkan mafsadah.yang lebih besar dari pada
maslahah, baik mafsadah tersebut berskala umum
(dlarar. ‘am) atau terbatas (dlarar khos).

2. Dlarar atau mafsadah yang diduga kuat akan terjadi
tidak hanya dilihat pada saat ini saja, namun juga
dilihat dalam rentang waktu jangka panjang.

Untuk itu dengan banyaknya unit usaha modern
yang diberi izin akan mengakibatkan kesenjangan

ekonomi yang semakin jauh dan lambat laun akan



berdampak pada terjadinya monopoli ekonomi yang
hanya dikuasai oleh segelentir orang (pemodal
besar).

3. Agar ekonomi tidak hanya berputar diantara orang-
orang kaya saja.

4. Pemerintah wajib melindungi  keberlangsungan
ekonomi raknyatnya agar tetap terjaga dan wajib
menjamin kesejahteraan rakyatnya.
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b. Jika pemerintah terlanjur memberi izin usaha dan
kenyataannya  mengakibatkan  kerugian  atau
kebangkrutan pada usaha kecil atau menengah,
apakah pemerintah wajib mencabut izin tersebut?

Jawaban :

Pemerintah wajib mencabut izin usaha yang telah
diterbitkan karena perusahaan atau unit usaha modern
tersebut telah benar-benar mengakibatkan
mafsadah/dlarar, yaitu kerugian atau kebangkrutan pada
usaha kecil atau menengah yang dikelola masyarakat.
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